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Dalam pelaksanaan tugasnya BPK seringkali terkait dengan adanya kerugian ne

gara, baik dalam hal hitungan di dalam LHP BPK maupun dalam pemantauan kerugian 

negara. Di sisi lain, pengadilan tindak pidana korupsi juga menetapkan nilai kerugian 

negara atas suatu kegiatan pengelolaan keuangan negara yang di dalamnya terdapat 

unsur kerugian negaranya. Persinggungan dalam dua jalur hukum tersebut, administra-

si negara dan pidana, sesungguhnya tidak akan menimbulkan suatu perbedaan apabila 

dilakukan dengan metode penghitungan yang sama, tepat, dan benar. Terpenuhinya 

prasyarat dimaksud seringkali masih menimbulkan permasalahan dalam hal pemantau-

an kerugian negaranya. Hal yang tidak mudah bagi pemeriksa BPK untuk memahami isi 

putusan pengadilan tipikor. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian deskriptif-analitis 

dengan menggunakan metode studi literatur atas peraturan perundang-undangan dan 

fatwa Mahkamah Agung. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambar

an yang jelas tentang bagaimana memahami kerugian negara dalam putusan pengadi-

lan tipikor. Diperlukan suatu pemahaman yang memadai bagi BPK dalam memahami 

isi suatu putusan pengadilan tipikor atas suatu kasus yang di dalamnya terdapat unsur 

kerugian negara. Hal ini diperlukan BPK untuk mempermudah pelaksanaan pemantau-

an kerugian negara. 
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PENDAHULUAN

T
ugas dan fungsi BPK yang terkait 

dengan persoalan-persoalan keru-

gian negara baik dalam Undang-Un-

dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-

daharaan Negara, Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penge-

lolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Ne

gara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 

dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Kewenangan BPK Terkait Kerugian 

Negara Dalam Undang-Undang

UU Pasal Perihal

No. 1 / 2004 62 Pengenaan dan penetapan ganti 
rugi terhadap bendahara oleh BPK.

No. 15/2004

13
Pemeriksaan investigatif guna 
mengungkap adanya indikasi keru-
gian negara dan/atau unsur pidana.

22
Pengenaan dan penetapan ganti 
kerugian negara terhadap benda-
hara oleh BPK.

23 BPK memantau penyelesaian 
ganti kerugian negara.

No. 15/ 2006

10

-	 Pengenaan dan penetapan 
ganti kerugian negara terhadap 
bendahara oleh BPK.

-	 BPK memantau penyelesaian 
ganti kerugian negara.

11
Keterangan Ahli dalam proses 
peradilan mengenai kerugian 
negara.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Dari uraian di atas dapat ditarik garis 

besar bahwa tugas dan fungsi BPK terkait 

kerugian negara dalam hal-hal sebagai 

berikut:

1.	 Tuntutan perbendaharaan;

2.	 Pemeriksaan investigatif;

3.	 Keterangan Ahli;

4.	 Pemantauan penyelesaian keru-

gian negara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK se

ringkali bersinggungan dengan proses pe

nindakan tindak pidana korupsi (tipikor), 

khususnya terhadap delik-delik tipikor 

yang di dalamnya terdapat unsur kerugian 

negara. Persinggungan tersebut terjadi 

dalam hal keterkaitan antara putusan pe

ngadilan tipikor dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi BPK dalam hal proses tuntutan 

perbendaharaan, pemantauan penyelesai

an kerugian negara, serta sekaligus dalam 

pelaksanaan pemantauan tindak lanjut 

rekomendasi laporan hasil pemeriksaan 

(LHP) atas temuan-temuan pemeriksaan 

yang menyimpulkan adanya kerugian ne

gara. Namun dalam tulisan ini, penulis 

mencoba membatasi pembahasan hanya 

pada area persinggungan putusan penga-

dilan tipikor dengan pemantauan kerugian 

negara, dan pemantauan tindak lanjut reko-

mendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) 

atas temuan-temuan pemeriksaan yang me-

nyimpulkan adanya kerugian negara.

Putusan pengadilan atas kasus yang 

sama seringkali dihadirkan oleh entitas 

pemeriksaan BPK sebagai dokumen dalam 

rangka pelaksanaan pemantauan keru-

gian negara dan pemantauan tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan. Sepintas 

seringkali antara putusan pengadilan de

ngan hasil penghitungan dan penetapan 

BPK menunjukkan hasil atau nilai yang 

berbeda. Bila terjadi hal demikian lantas 
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muncul dua pertanyaan awam:

1.	 Hitungan siapa yang benar?

2.	 Apakah karena ranah hukum yang 

berbeda, sehingga wajar apabila 

antara BPK dan pengadilan tipikor 

menyimpulkan nilai kerugian neg-

aranya berbeda?  

 Perbedaan ranah hukum antara penga-

dilan tipikor (pidana) dengan BPK (adminis-

trasi negara bidang pengelolaan keuangan 

negara) sesungguhnya tidak lantas bisa 

menghasilkan hasil kerja yang berbeda. Se-

cara objektif kerugian negara yang terjadi 

dalam suatu kegiatan pengelolaan keuan-

gan negara dipandang dari perspektif ra-

nah hukum yang berbeda nilainya akan 

dan harus tetap sama. Tesis tersebut den-

gan mempersyaratkan satu asumsi bahwa 

antara BPK dan pengadilan tipikor meng-

gunakan metode penghitungan yang sama 

dan tidak terjadi salah penghitungan.

Dalam praktek seringkali terjadi per-

bedaan pemahaman dalam pelaksanaan 

pemantauan penyelesaian kerugian negara 

dan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK apa-

bila terdapat putusan pengadilan tipikor 

terkait satu kegiatan pengelolaan keuangan 

negara yang sama. Dan hal ini masih tam-

pak menjadi salah satu kendala. Oleh kare-

nanya dibutuhkan suatu pemahaman yang 

tepat dalam mensikapi hal yang selama ini 

tampak sebagai suatu kendala tersebut.   

Melalui suatu langkah penelitian 

deskriptif-analitis dengan menggunakan 

metode studi literatur atas peraturan pe-

rundang-undangan dan fatwa Mahkamah 

Agung, tulisan ini mencoba untuk mem-

berikan wawasan yang lebih luas dan te-

pat bagi BPK dalam memahami isi putusan 

pengadilan tipikor. 
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Pembahasan

BPK Dan Unsur Kerugian Negara dalam 

Tipikor

Delik tipikor yang seringkali terkait 

dengan temuan dalam pemeriksaan BPK 

adalah tipikor sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU No. 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 20 tahun 2001 (UU Tipikor). 

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor:

Setiap orang yang secara melawan hu-

kum melakukan perbuatan memperka-

ya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuan-

gan negara atau perekonomian negara, 

dipidana penjara dengan penjara seu-

mur hidup atau pidana penjara pal-

ing singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan me

nguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgu-

nakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana pen-

jara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu mi-

lyar rupiah).

	 Dari kedua pasal tersebut dapat 

diurai bahwa masing-masing delik di atas 

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Tabel 2 Unsur-Unsur Tipikor Pasal 2 Ayat 

(1) Dan 3

Pasal 2 ayat (1) Pasal 3

1.	 Orang/pelaku 1.	 Orang/pelaku

2.	 Secara melawan hukum 2.	 Menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan 
yang ada karena jabatan/
kedudukan

3.	 Merugikan keuangan 
negara/perekonomian 
negara

3.	 Merugikan keuangan 
negara/perekonomian 
negara

4.	 Memperkaya diri sendiri/
orang lain/korporasi

4.	 Menguntungkan diri 
sendiri/orang lain/kor-
porasi

Sumber: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, sebagaimana telah di-

ubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001

Adanya unsur “merugikan keuangan 

negara” menjadi titik temu keterkaitan tu-

gas pemeriksaan BPK dengan proses hu-

kum pemberantasan tipikor. Seringkali BPK 

dalam pemeriksaan/LHP-nya menemukan 

dan menyimpulkan adanya dugaan keru-

gian negara, baik itu di dalam LHP sebagai 

hasil pemeriksaan yang telah direncanakan 

pada awal tahun, pemeriksaan investigatif, 

maupun hasil Penghitungan Kerugian Ne

gara (PKN). Begitu pun dalam pelaksanaan 

tugas pemantauan kerugian negara dan 

rekomendasi hasil pemeriksaan.  

Pembuktian Unsur Delik dalam Persidang

an Perkara Tipikor

Tugas dari Jaksa Penuntut Umum, dan 

Penasehat Hukum dari terdakwa dalam 

persidangan suatu perkara pidana adalah 

untuk membuktikan terpenuhi/tidaknya 
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seluruh unsur yang ada dalam setiap delik. 

Dalam persidangan tipikor dengan dasar 

dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU 

Tipikor, Jaksa Penuntut Umum, dan Penas-

ehat Hukum berusaha untuk dapat mem-

buktikan terpenuhi/tidaknya keempat un-

sur dalam masing-masing delik tersebut.

Berdasarkan fakta di persidangan dan 

keyakinan hakim, hakim memutuskan 

apakah seorang terdakwa bersalah/tidak.1 

Seorang terdakwa diputus bersalah apabi-

la hakim berkeyakinan bahwa keempat un-

sur yang ada dalam delik dimaksud selu-

ruhnya terpenuhi berdasarkan fakta-fakta 

yang ada dalam persidangan. Sebaliknya 

apabila hakim berdasarkan fakta-fakta 

yang ada dalam persidangan tidak memi-

liki keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur 

dimaksud terpenuhi, maka hakim akan 

memutus si terdakwa tidak bersalah. Un-

tuk dapat diputus bersalah, seluruh unsur 

harus terpenuhi terpenuhi. Satu unsur saja 

tidak terpenuhi, maka hakim tidak boleh 

memutus bersalah. 

Hukuman Membayar Sejumlah Uang

Tahap akhir dari suatu proses peradil

an tipikor adalah putusan hakim. Hakim 

memutuskan apakah si terdakwa bersalah 

atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam 

uraian delik dalam pasal-pasal UU Tipikor, 

pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh 

hakim terdiri dari:

1.	 Hukuman badan (penjara)

2.	 Denda

3.	 Hukuman mati (apabila perbuat

an dilakukan dalam “keadaan ter

tentu”) 

1	 Pasal 191 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 193 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981

“Keadaan tertentu” adalah keadaan 

yang dapat dijadikan alasan pemberatan 

pidana bagi pelaku tipikor, yaitu apabila 

tindak pidana tersebut dilakukan terha-

dap dana-dana yang diperuntukkan bagi 

penanggulangan keadaan bahaya, bencana 

alam nasional, penanggulangan akibat 

kerusuhan sosial yang meluas, penanggu-

langan krisis ekonomi dan moneter, dan 

pengulangan tipikor.2

Selain pidana pokok tersebut, sesuai 

Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Tipikor, hakim 

dapat memutus pidana tambahan berupa:

1.	 perampasan barang bergerak yang 

berwujud atau yang tidak berwu-

jud atau barang tidak bergerak 

yang digunakan untuk atau yang 

diperoleh dari tindak pidana ko-

rupsi, termasuk perusahaan milik 

terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari 

barang yang menggantikan barang-

barang tersebut;

2.	 pembayaran Uang Pengganti yang 

jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang di-

peroleh dari tindak pidana korupsi;

3.	 penutupan seluruh atau sebagian 

perusahaan untuk waktu paling 

lama 1 (satu) tahun;

4.	 pencabutan seluruh atau sebagian 

hak-hak tertentu atau penghapu-

san seluruh atau sebagian keun-

tungan tertentu, yang telah atau 

dapat diberikan oleh Pemerintah 

kepada terpidana. 

Diantara jenis-jenis hukuman seper-

ti tersebut di atas, masyarakat seringkali 

2	 Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999
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kurang memahami dan sulit membedakan 

antara hukuman berupa kewajiban mem-

bayar Denda dengan Uang Pengganti. Wa-

laupun sama-sama jenis hukuman berupa 

pembayaran sejumlah uang, namun kedua 

jenis hukuman tersebut merupakan dua je-

nis hukuman yang berbeda baik dari segi 

hakikat maupun pelaksanaannya.  

Hukuman Pidana Denda

Hukuman pidana Denda termasuk Hu-

kuman Pokok. Negara melalui putusan ha-

kim mewajibkan seorang terpidana untuk 

membayar sejumlah uang lebih karena per-

buatannya yang dianggap merugikan ma-

syarakat. Hukuman Denda dibuat dengan 

maksud tujuan pemidanaan. Kewajiban 

membayar uang denda sama sekali bukan 

dimaksudkan sebagai kewajian mengem-

balikan nilai kerugian negara (yang meru-

pakan salah satu unsur tipikor Pasal 2 ayat 

(1) dan Pasal 3 UU Tipikor) yang timbul aki-

bat dari perbuatan si terpidana. Nilai uang 

yang harus dibayar tidak ada kaitannya 

dengan nilai kerugian negara yang timbul 

sebagai akibat dari perbuatan si terpidana.

Hukuman denda tidak memposisikan si 

terpidana sebagai orang yang memiliki ke-

wajiban membayar sejumlah uang kepada 

negara karena dalam putusan hakim dise-

butkan bahwa hukuman denda dapat di-

ganti (subsider) dengan hukuman kurungan 

selama waktu tertentu. Dalam pelaksanaan 

putusan si terpidana boleh memilih apakah 

ia akan membayar denda atau mengganti-

nya dengan pelaksanaan kurungan.

Pelaksanaan hukuman kurungan (se-

bagai subsider hukuman denda) oleh si 

terpidana langsung menghilangkan kewa-

jibannya untuk membayar uang Denda ke-

pada negara.  

Hukuman Pidana Uang Pengganti

Hukuman pembayaran Uang Pengganti 

termasuk Pidana Tambahan. Dalam putu-

san hakim, hukuman Uang Pengganti ter-

masuk Pidana Tambahan karena dalam 

pemeriksaan perkara di persidangan 

bisa terjadi bahwa si terpidana terbukti 

melakukan perbuatan melawan hukum 

atau menyalahgunakan kewenangannya 

yang mengakibatkan kerugian negara, dan 

si terdakwa terbukti menikmati hasil per-

buatannya yang merugikan negara terse-

but. Sesuai, Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 

Tipikor mengatur bahwa Uang Pengganti 

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama den-

gan harta benda yang diperoleh dari tin-

dak pidana korupsi.

Negara mewajibkan seorang terpidana 

untuk membayar sejumlah uang yang 

nilainya sebanyak-banyaknya sama den-

gan harta benda yang diperoleh dari tin-

dak pidana korupsi yang dilakukannya. 

Nilai uang yang harus dibayarkan terkait 

dengan nilai kerugian negara yang tim-

bul sebagai akibat perbuatan dari si ter-

pidana, tetapi sebatas hanya pada nilai 

kerugian yang dinikmati oleh si terpidana. 

Terpidana tidak dapat dijatuhi hukuman 

pembayaran Uang Pengganti sebesar ni-

lai kerugian negara yang timbul, bila ti-

dak terbukti bahwa dia menikmati seluruh 

kerugian negara yang timbul.    

Hukuman Uang Pengganti memosisi-

kan si terpidana sebagai orang yang me-

miliki tagihan kepada negara yang harus 

dikembalikan kepada kas negara (untuk 

lingkup keuangan daerah ke kas daerah).

Dalam putusan hakim tidak disebutkan 

bahwa kewajiban pembayaran Uang Peng-

ganti dapat diganti (subsider) dengan huku-

man kurungan karena pada prinsipnya ke-
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wajiban pembayaran Uang Pengganti tidak 

(serta merta) dapat diganti dengan bentuk 

kewajiban lain. Berbeda dengan hukuman 

Denda, dalam pelaksanaan putusan si ter-

pidana tidak diberikan alternatif untuk me-

milih bentuk hukuman. Namun dalam pu-

tusan, hakim juga menetapkan hal-hal apa 

saja yang harus dilakukan baik oleh jaksa 

maupun si terpidana apabila terjadi setelah 

putusan terjadi suatu kondisi dimana si 

terpidana tidak membayar Uang Pengganti. 

Uraian amar putusan hakim tipikor terkait 

hal tersebut setelah diktum penetapan be-

sar Uang Pengganti adalah sebagai berikut:

“...dengan ketentuan jika tidak dapat 

dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan 

setelah putusan berkekuatan hukum tetap, 

harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh 

jaksa untuk membayar uang pengganti terse-

but, dan apabila terdakwa tidak mempunyai 

harta benda untuk mencukupi pembayaran 

uang pengganti tersebut, maka diganti 

pidana penjara selama .....(sekian waktu)”.

Dalam putusan hakim tipikor dalam dik-

tum hukuman Uang Pengganti harus me-

nyebutkan lamanya hukuman penjara yang 

harus dijalani si terpidana manakala harta 

bendanya tidak mencukupi untuk membayar 

Uang Pengganti berdasarkan syarat-syarat 

tertentu yang sangat ketat sebagaimana dia-

tur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor.

Tabel 3 Pidana Uang dalam Pasal 2 Ayat (1) 

Dan 3 UU Tipikor

Bentuk 
Hukuman Jenis Sifat Pengganti

Denda Pidana 
Pokok Pilihan Kurungan

Uang 
Pengganti

Pidana 
Tambahan

Wajib 
dipenuhi 
(dapat di-
ganti dengan 
persyaratan 
ketat)

Penjara

Sumber: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, sebagaimana telah di-

ubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001

Pelaksanaan Hukuman Pembayaran Uang 

Pengganti

Pembayaran Uang Pengganti harus su-

dah dibayarkan oleh si terpidana paling lam-

bat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadil

an telah berkekuatan hukum tetap (inkracht 

van gewijsde). Dalam hal terpidana tidak 

membayar Uang Pengganti, sesuai Pasal 18 

ayat (2) dan (3) UU Tipikor, maka: 

a.	 Jika terpidana tidak membayar 

uang pengganti dalam waktu 1 

(satu) bulan sesudah putusan pen-

gadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh jaksa 

dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut.

b.	 Dalam hal terpidana tidak mempu-

nyai harta benda yang mencukupi 

untuk membayar uang pengganti, 

maka dipidana dengan pidana pen-

jara yang lamanya tidak melebihi 

ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-undang ini dan la-

manya pidana tersebut sudah diten-

tukan dalam putusan pengadilan.

Dari ketentuan pembayaran Uang Peng-

ganti, ada beberapa hal yang perlu diper-

hatikan dalam pelaksanaan hukuman Uang 

Pengganti yaitu sebagai berikut:

1.	 Ke mana pembayaran Uang Peng-

ganti disetorkan. Kas negara, atau 

kas daerah; 
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2.	 Bagaimana tata cara penyitaan har-

ta benda si terpidana; 

3.	 Siapa yang berwenang melakukan 

pelelangan; 

4.	 Bagaimana tata cara pelelangan 

atas harta benda si terpidana;

5.	 Bagaimana cara menetapkan kondi-

si ketidakcukupan harta benda 

terpidana untuk membayar Uang 

Pengganti;  

6.	 Bagaimana tata cara penetapan 

yang menyatakan bahwa harta ben-

da si terpidana tidak mencukupi 

untuk membayar Uang Pengganti.

Hukuman Uang Pengganti dan Pemantau-

an Kerugian Negara 

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu 

diketahui bahwa terdapat Fatwa Mahka-

mah Agung (MA) terkait Uang Pengganti 

yang berisi sebagai berikut:3

1.	 Jumlah pembayaran uang peng-

ganti yang dapat dijatuhkan seb-

agai pidana tambahan sebanyak-

banyaknya sama dengan nilai 

harta benda yang diperoleh dari 

pidana korupsi dan jumlahnya ti-

dak selalu sama dengan “jumlah 

kerugian negara”,  yang jika dalam 

waktu satu bulan sesudah putu-

san berkekuatan hukum tetap, 

maka harta bendanya dapat disita 

dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut.

2.	 Pembayaran uang pengganti seb-

agai pidana tambahan yang jika 

tidak dibayar oleh terpidana maka 

diganti dengan pidana penjara. 

3	 Fatwa Mahkamah Agung Nomor 040/KMA/III/2010 Tang-
gal 29 Maret 2010

Hal ini seperti dimaksud dalam 

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 yang menyatakan:

Ayat (2):	 Jika terpidana tidak 

membayar uang peng-

ganti sebagaimana di-

maksud dalam ayat (1) 

huruf b paling lama 

dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan 

pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan 

hukum tetap, maka har-

ta bendanya dapat disita 

oleh jaksa dan dilelang 

untuk menutupi uang 

pengganti tersebut.

Ayat (3):	 Dalam hal terpidana ti-

dak mempunyai harta 

benda yang mencukupi 

untuk membayar uang 

pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b, maka dipi-

dana dengan pidana 

penjara yang lamanya 

tidak melebihi ancaman 

maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai den-

gan ketentuan dalam 

Undang-undang ini dan 

lamanya pidana tersebut 

sudah ditentukan dalam 

putusan pengadilan. 

3.	 Pengertian pembayaran ”uang 

pengganti” sebagai pidana tam-

bahan sekalipun tujuannya untuk 

memperkecil “kerugian keuangan 

negara” namun tidak identik atau 

sama dengan pengertian kerugian 

negara sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 1 butir 16 Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2006 dan 

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 yang jum-

lahnya harus pasti dan ditetapkan 

oleh auditor negara dari BPK.

Pasal 1 butir 16 Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2006 berbunyi 

ganti kerugian adalah sejumlah 

uang atau barang yang dapat dini-

lai dengan uang yang harus dikem-

balikan kepada negara/daerah oleh 

seseorang atau badan yang telah 

melakukan perbuatan melawan hu-

kum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 berbunyi 

setiap pejabat negara dan pega-

wai negeri bukan bendahara yang 

melanggar hukum atau melalaikan 

kewajibannya baik langsung atau 

tidak langsung yang merugikan 

keuangan negara diwajibkan meng-

ganti kerugian dimaksud.

4.	 Oleh karena itu Pasal 65, 66, 67 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2004 tidak tepat untuk diterapkan 

karena “uang pengganti” sebagai 

pidana tambahan bukanlah piutang 

negara yang harus ditagih oleh 

PUPN karena berada dalam lingkup 

hukum pidana yang untuk pelaksa-

naan amar putusannya dilakukan 

oleh Jaksa/Penuntut Umum.

5.	 Sebagai informasi tambahan bahwa 

sekalipun pidana tambahan beru-

pa pembayaran uang pengganti 

dimaksudkan untuk memperkecil 

kerugian negara, namun dipandang 

masih belum efektif untuk menarik 

kembali uang hasil korupsi dan kini 

pemerintah sedang mempersiap-

kan Rancangan Undang-undang 

(RUU) Asset Recovery yang diharap-

kan dapat lebih efektif dalam upaya 

menarik kembali hasil korupsi yang 

diperoleh para pelakunya. 

Terkait tugas pemantauan penyelesaian 

kerugian negara yang menjadi kewenangan 

BPK sesuai amanat Pasal 23 ayat (2), ada be-

berapa hal yang perlu dipahami dan dicer-

mati oleh BPK, sebagai berikut:	

Nilai Kerugian Negara dalam Putusan 

Pengadilan

Bila hukuman Denda dan Uang Peng-

ganti tercantum pada bagian Amar putu-

san hakim, namun tidak demikian halnya 

dengan jumlah nilai kerugian yang terjadi 

dalam perkara yang diperiksa di pengadi-

lan. Jumlah nilai kerugian negara yang ter-

jadi disimpulkan oleh hakim dalam bagian 

pertimbangan hakim dalam putusan. Ter-

kait pelaksanaan pemantauan penyelesa-

ian kerugian negara, kita harus membaca 

secara teliti isi putusan, tidak hanya amar 

putusannya tetapi juga harus dibaca per-

timbangan hukum hakim dalam putusan.

Besarnya Uang Pengganti Tidak (Selalu) 

Sama Dengan Nilai Kerugian Negara

Hakim hanya boleh memutus besarnya 

hukuman Uang Pengganti kepada si terpi-

dana dengan jumlah tidak lebih dari nilai 

harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi.4 Mungkin saja besarnya 

4	 Pasal 18 ayat (1) huruf b., Undang-Undang Nomor 31 Ta-
hun 1999
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Uang Pengganti yang ditetapkan hakim 

lebih kecil dari nilai kerugian negara yang 

terbukti dalam persidangan. Hal ini di-

mungkinkan manakala terbukti bahwa si 

terpidana hanya menikmati/memperoleh 

sebagian dari nilai kerugian tersebut, atau 

bahkan tidak menikmati sama sekali. Hal 

itu berarti bahwa uang sejumlah nilai keru-

gian negara yang timbul sebagian/seluruh-

nya dinikmati oleh pihak lain selain si ter-

pidana.

Pembayaran Uang Pengganti oleh si 

terpidana hanya mengurangi sebagian pe-

nyelesaian ganti kerugian negara yang tim-

bul, sementara BPK memantau terhadap 

seluruh kerugian negara yang terjadi, se-

hingga bagi BPK pemantauan penyelesaian 

kerugian negaranya masih harus ditelusuri 

dari proses penyelesaian yang lain. Kecuali 

apabila terbukti bahwa si terpidana menik-

mati seluruh hasil kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatannya, maka pe-

mantauan kerugian negara terkait kasus 

tersebut dianggap selesai dengan dibayar-

kannya seluruh kewajiban pembayaran 

Uang Pengganti oleh si terpidana. 

Rekening Penyetoran Uang Pengganti

Berbeda dengan hukuman Denda yang 

harus dibayarkan ke kas negara, dalam hal 

pembayaran Uang Pengganti, dalam putu-

sannya hakim tipikor tidak menyebutkan 

dibayar/disetor kemana Uang Pengganti 

tersebut. Hal ini penting untuk dicermati 

mengingat kasus tipikor bisa terjadi pada 

lingkup keuangan negara yang berbeda-

beda. Pembayaran Uang Pengganti tidak 

selalu harus dibayarkan ke kas negara, me-

lainkan tergantung dimana kegiatan yang 

di dalamnya terbukti memenuhi unsur 

tipikor terjadi. Korupsi bisa terjadi pada 

lingkup pengelolaan keuangan negara:

1.	 APBN (keuangan pemerintah pusat)

Berimplikasi pada penyetoran Uang 

Pengganti ke rekening kas negara.

2.	 APBD (keuangan pemerintah daerah)

Berimplikasi pada penyetoran Uang 

Pengganti ke rekening kas daerah.

3.	 Keuangan negara yang dipisahkan

Berimplikasi pada penyetoran 

Uang Pengganti ke rekening kas 

BUMN atau bentuk-bentuk pemisa-

han keuangan negara yang lain.

4.	 Keuangan daerah yang dipisahkan

Berimplikasi pada penyetoran 

Uang Pengganti ke rekening kas 

BUMD atau bentuk-bentuk pemisa-

han keuangan daerah yang lain. 

Dalam pemantauan penyelesaian keru-

gian negara, BPK harus mencermati apak-

ah Uang Pengganti dibayarkan ke rekening 

yang sudah tepat atau tidak, dengan mem-

perhatikan lingkup keuangan negara dima-

na perbuatan tersebut dilakukan.

Hapusnya Kewajiban Pembayaran Uang 

Pengganti

Berbeda dengan hukuman Denda yang 

bisa langsung diganti dengan pidana ku-

rungan karena sifatnya pilihan, hukuman 

pembayaran Uang Pengganti pada prin-

sipnya merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi. Kewajiban pembayaran Uang 

Pengganti dapat hapus hanya dengan 

syarat-syarat tertentu. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan 

oleh Jaksa apabila si terpidana tidak mam-

pu membayar Uang Pengganti:5

1.	 Dalam 1 (satu) bulan sesudah pu-

5	 Pasal 18 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 31 Ta-
hun 1999
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tusan pengadilan berkekuatan hu-

kum tetap, harta benda terpidana 

dapat disita oleh jaksa, untuk se-

lanjutnya dilelang untuk menutupi 

nilai Uang Pengganti;

2.	 Apabila harta benda terpidana ti-

dak cukup untuk membayar Uang 

Pengganti, maka si terpidana harus 

menggantinya dengan pidana pen-

jara sekian lama yang lamanya ti-

dak melebihi ancaman maksimum 

dari pidana pokoknya.

Unsur kerugian negara merupakan titik 

temu antara putusan pengadilan Tipikor 

dengan pelaksanaan pemantauan kerugian 

negara oleh BPK. Jumlah Uang Pengganti 

tidak (selalu) sama dengan nilai kerugian 

negara yang terjadi. Nilai kerugian nega-

ra bersifat objektif karena melekat pada 

objek kegiatan pengelolaan keuangan 

negaranya. Jumlah Uang Pengganti bersi-

fat subjektif karena melekat pada subjek 

pelaku yang menikmati hasil dari kerugian 

negara yang terjadi dalam suatu kegiatan 

pengelolaan keuangan negara. Penggan-

tian hukuman Uang Pengganti menjadi 

hukuman penjara bukan bersifat pilihan, 

melainkan harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Nilai kerugian negara dalam pu-

tusan pengadilan Tipikor ada dalam ba-

gian pertimbangan hukum hakim, sedang-

kan nilai Uang Pengganti tercantum dalam 

amar putusan hakim. 

Pemantauan penyelesaian kerugian 

negara atas suatu kegiatan pengelolaan 

keuangan negara yang terdapat putusan 

pengadilan tipikornya harus memperha-

tikan secara teliti isi putusan hakim, baik 

perihal simpulan unsur kerugian negara

nya dalam pertimbangan hakim, maupun 

diktum penetapan Uang Pengganti dalam 

amar putusannya.

Kesimpulan

»» Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana.

»» Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001.

»» Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. 

»» Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara.

»» Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

»» Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

»» Fatwa Mahkamah Agung Nomor 040/

KMA/III/2010 Tanggal 29 Maret 2010.
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